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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

 

Doakan Yang Kamu Kerjakan, Kerjakan Yang Kamu Doakan 

 

 

TUHAN akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di 

tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu; engkau akan seperti 

taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah 

mengecewakan 

(Yesaya 58:11) 

 

Sebab TUHAN, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan 

menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan 

meninggalkan engkau; janganlah takut dan janganlah patah hati 

(Ulangan 31:8) 
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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar kita. 

Seperti air, tanah, udara, dan juga segala sumber daya alam yang ada yang 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup. Menurut Munadjat 

Danusaputro, lingkungan hidup merupakan semua benda dan daya serta 

kondisi, termasuk manusia dan juga segala tingkah dan perbuatannya yang 

terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan dapat mempengaruhi 

kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.1 

Sementara menurut Otto Soemarwoto, pengertian lingkungan hidup adalah 

ruang yang ditempati makhluk hidup berama dengan benda hidup dan 

benda tak hidup yang ada di dalamnya.2 

Jadi dapat disimpulkan bahwa lingkungan adalah segala sesuatu 
 

yang ada di sekitar kita baik itu bersifat hidup (biotik) maupun yang tak 

hidup (abiotik) yang mana hal ini mencakup elemen penting bagi kehidupan 

seperti air, tanah, udara, serta sumber daya alam lainnya. Sementara 

pengertian hukum lingkungan adalah deskripsi untuk mengatur dan juga 

untuk mengamankan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

 

 

 

1 Munadjat Danusaputro, Hukum Lingkungan Buku 1 (Jakarta: Binacipta, 1985). Hlm. 67 
2 Otto Soemarwoto, Ekologi, Lingkungan Hidup Dan Pembangunan (Jakarta: Djambatan, 

1991). Hlm 48 

 

1 



2 
 

 
Hubungan antara manusia dengan elemen-elemen tersebut disebut 

sebagai ekosistem. Ekosistem ini memiliki peranan yang sangat penting 

untuk menjaga keseimbangan alam, karena saling terhubung antara yang 

satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu lingkungan harus dijaga dan 

dilindungi untuk menjaga kestabilan ekositem. Secara global permasalahan 

lingkungan bukanlah menjadi hal yang baru, meskipun permasalahan 

lingkungan ini baru mendapatkan perhatian yang serius sekitar tahun 1970 

an setelah dilaksanakannya United Nation Conference on the Human 

Environment di Swedia.3 Kemudian dilanjutkan dengan Konferensi Rio de 

Janeiro, di Brazil oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada tahun 1992 

yang membahas mengenai lingkungan hidup.4 

Pada tahun 1950 an juga ada banyak kota kota besar di dunia seperti 

Los Angeles yang mengalami permasalahan lingkungan berupa kabut asap 

yang berasal dari gas buangan pabrik dan juga asap kendaraan. Sehingga 

asap kabut ini menyelimuti seluruh kota selama berhari hari. Kemudian 

sekitar tahun 1984-1987 terjadi krisis lingkungan yang melanda dunia. 

Misalnya kekeringan yang melanda Afrika dan India, banjir yang melanda 

wilayah Asia dan Afrika, serta kebocoran pabrik pestisida di India telah 

membunuh lebih dari 2.000 orang dan mengakibatkan 200.000 orang 

 

 

 

 

3 Muhammad Akib, Hukum Lingkungan Perspektif Global Dan Nasional, (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2014). Hlm. 7 
4 Wahyu Widodo and Urip Giyono, Hukum Lingkungan (Jakarta Selatan: Damera Press, 

2023). Hlm. 17 
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lainnya mengalami kebutaan.5 Demikian halnya di Indonesia, permasalahan 

lingkungan ini bukanlah menjadi hal yang baru. Beberapa contoh 

permasalahan lingkungan yang terjadi di indonesia adalah meletusnya 

Gunung Tambora di Sumbawa pada tahun 1815, dan meletusnya Gunung 

Krakatau di Selat Sunda pada tahun 1883. 

Permasalahan lingkungan yang terjadi di Indonesia menimbulkan 

pencemaran dan perusakan lingkungan yang terus terjadi seiring 

berjalannya waktu. Hal ini cenderung lebih parah, terutama setelah era 

reformasi. Beberapa kasus diantaranya adalah kasus PT Freeport di tahun 

2005-2006, kasus lumpur panas Sidoarjo oleh PT Lapindo, kasus PT Inti 

Indorayon Utama di Sumatera Utara pada tahun 1989, kasus PT Sarana 

Surya Sakti di Surabaya pada tahun 1991.6 Salah satu contoh permasalahan 

lingkungan adalah kebakaran. Beberapa dari kasus tersebut adalah 

melakukan perusakan lingkungan dengan cara membakar hutan ataupun 

lahan dengan tujuan tertentu. Sedangkan nyatanya hutan merupakan bagian 

yang sangat penting bagi lingkungan untuk menjaga keseimbangan 

ekosistem. 

Hutan menyediakan oksigen, menyerap karbon dioksida, serta 

memiliki fungsi ekonomis bagi kehidupan manusia. Sehingga, hutan 

memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan. Salah satunya 

 

 

5 Indah Sari, Penegakan Hukum Lingkungan Menuju Tercapainya Keadilan Lingkungan, 

Jurnal Amin Ya Mujib 1, no. no 1 (2020). Hlm. 22 
6 Op. Cit. Hlm. 7 
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adalah sebagai paru-paru dunia, karena hutan merupakan penghasil 

oksigen terbesar yang sangat diperlukan oleh manusia. Oleh sebab itu, kita 

sebagai makhluk ciptaan Tuhan haruslah menjaga dan memelihara alam 

sekitar dan juga lingkungan kita. Bagaimanapun jika lingkungan kita rusak 

ataupun tercemar, maka manusia sendiri yang akan dirugikan. Peristiwa 

kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) saat ini telah menjadi perhatian 

global. Hal tersebut dikarenakan peristiwa kebakaran hutan dan lahan ini 

menimbulkan dampak fisik yang sangat terasa bagi kehidupan manusia.7 

Belakangan ini terdapat banyak sekali kasus Karhutla yang terjadi di 

negara Indonesia. Fenomena ini bisa dikatakan terjadi berulang ulang di 

berbagai wilayah Indonesia dan menjadi masalah yang sangat serius. 

Terdapat beberapa faktor yang memicu terjadinya peristiwa Karhutla. 

Diantaranya adalah karena membuat api unggun saat di hutan dan tidak 

mematikan api dengan benar, membakar sampah di wilayah yang kering, 

dan didukung oleh perubahan iklim, yakni musim kemarau dimana cuaca 

yang panas dan angin yang kencang, membuang puntung rokok dengan 

sembarangan, serta melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. 

Hal ini kerap terjadi pada perkebunan kelapa sawit ataupun hutan tanaman 

industri lainnya.8 Kegiatan seperti ini seringkali dilakukan secara ilegal dan 

 

7 Indah Pratiwi Anhar, Rina Mardiana, and Rai Sita, Dampak Kebakaran Hutan Dan Lahan 

Gambut Terhadap Manusia Dan Lingkungan Hidup ( Studi Kasus : Desa Bunsur , Kecamatan Sungai 

Apit , Kabupaten Siak , Provinsi Riau ) The Impact of Forest and Peatland Fires on Humans and The 

Environment ( Case Study : Villa, Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengemban Masyarakat 6, no. 1 

(2022): 75–85. 
8 Ahsanul Buduri Agustiar et al., Kebakaran Hutan Dan Lahan Perspektif Etika 

Lingkungan, Profetika 20, no. 2 (2019): 124–132. 
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juga sembarangan. Dan juga didukung oleh perubahan iklim yang tak 

menentu yang dapat memperburuk peristiwa kebakaran tersebut. 

Peristiwa Karhutla juga menimbulkan permasalahan yang serius 

bagi manusia.9 Seperti menimbulkan gangguan kesehatan yaitu penyakit 

pernapasan, infeksi saluran pernapasan atau yang biasa disingkat dengan 

ISPA. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) 

menjelaskan, beberapa wilayah yang sering terjadi kasus kebakaran tersebut 

adalah Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan 

Tengah. Berdasarkan data pada sistem pemantauan Karhutla per provinsi di 

Indonesia, terjadi peningkatan kasus Karhutla dari tahun 2020 sampai 

dengan tahun 2023, yang luasnya bisa mencapai beribu ribu Hektare (Ha). 

Terhitung pada tahun 2020 jumlah kasus kebakaran hutan dan lahan yakni 

sebesar 296.942,00 Ha, dan tahun 2021 seluas 358.867,00 Ha. Kemudian 

sempat terjadi sedikit penurunan di tahun 2022 yakni seluas 204.894,00 Ha. 

Selanjutnya terjadi knaikan yang drastis di tahun 2023 yaitu seluas 

1.161.192,90 Ha.10 Pada tahun 2023 terdapat 11 provinsi rawan Karhutla 

khususnya Provinsi Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan 

Selatan  yang  telah diupayakan pencegahan  Karhutla,  karena  sudah 

 

 

 

 

 

9 Harun All Rosit et al., Identifikasi Dan Mitigasi Kebakaran Hutan Dan Lahan Melalui 

Zonasi Wilayah Rawan Kebakaran Dengan Teknologi Geospasial, Widya Bhumi 3, no. 1 (2023): 13– 
30. 

10 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indikasi Luas Kebakaran Rekapitulasi 

Luas Kebakaran Hutan Dan Lahan (Ha) per Provinsi Di Indonesia, Direktorat Pengendalian 

Kebakaran Hutan Dan Lahan, (Jakarta, 2023). 
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diperkirakan akan terjadi musim kemarau yang panjang akibat dari 

pengaruh El Nino.11 

Peristiwa ini akan berdampak terhadap rusaknya lingkungan dan 
 

menyebabkan timbulnya kabut asap yang dapat membahayakan kesehatan 

masyarakat dan juga dapat merugikan ekonomi negara di setiap tahunnya.12 

Salah satu permasalahan yang timbul akibat dari kasus kebakaran hutan dan 

lahan ini adalah terjadinya pemanasan global. Kebakaran ini seringkali 

dapat menimbulkan kabut asap yang mana asap terebut dapat merugikan 

kesehatan masyarakat dan juga dapat mengganggu segala aktivitas sehari- 

hari. Pencemaran udara yang terjadi akibat pembakaran ini dampaknya 

tidak hanya pada wilayah tempat terjadinya kebakaran itu saja. Melainkan 

asap nya bisa sampai ke negara tetangga. Sehingga kasus pencemaran 

ataupun kerusakan lingkungan ini bukan hanya menjadi masalah nasional 

saja, melainkan juga menjadi permasalahan transnasional. Contohnya yaitu 

kebakaran yang terjadi di wilayah Sumatera dan Kalimantan yang 

dampaknya itu bisa sampai ke negara Singapura, Malaysia, dan juga 

Filipina.13 Selain itu kebakaran ini juga menimbulkan peningkatan emisi gas 

rumah kaca yang akan berdampak pada perubahan iklim. Serta yang tak 

kalah penting adalah rusak ataupun hilangnya keanekaragaman hayati. 

 

11 Nunu Anugrah, Kinerja Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Tahun 2023, 

https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/7579/kinerja-pengendalian-kebakaran-hutan-dan-  

lahan-tahun-2023/KLHK diupload tanggal 31 Desember 2023, diakses tanggal 30 Oktober 2024. 
12 Nurul Maulida Arifa, Kebakaran Hutan Kalimantan Barat Yang Mengakibatkan 

Terjadinya Kabut Asap Ekstrem Di Daerah Pontianak, Universitas Lambung Mangkurat 

Banjarmasin (2022): Hlm. 12 
13 Supriadi, Hukum Lingkungan Di Indonesia Sebuah Pengantar (Jakarta: Sinar Grafika, 

2008). Hlm. 10 
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Kasus kebakaran hutan yang terjadi akhir-akhir ini bukan hanya 

dikarenakan iklim yang tidak menentu saja, tetapi juga akibat dari kelalaian 

ataupun aktivitas yang dilakukan oleh manusia.14 Manusia cenderung tidak 

peduli terhadap keberlanjutan lingkungan, dan lebih mementingkan 

keserakahan dan juga segala sesuatu yang menguntungkan. Akibatnya 

manusia akan melakukan segala cara untuk meraup keuntungan sebanyak 

mungkin, meskipun hal tersebut dilakukan dengan cara merusak lingkungan 

itu sendiri. Salah satunya yaitu melakukan kegiatan pembukaan lahan 

dengan cara membakar. 

Pembakaran hutan dan lahan merupakan bagian dari tindak pidana 

khusus. Adapun pengertian dari hukum pidana khusus ini adalah peraturan 

perundang-undangan dibidang tertentu yang didalamnya memiliki sanksi 

pidana, ataupun tindak pidana yang diatur dalam perundang- undangan 

khusus di luar Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP). Beberapa 

kategori tindak pidana khusus terebut adalah tindak pidana korupsi, tindak 

pidana terorisme, tindak pidana perbankan, tindak pidana Narkotika dan 

Psikotropika, dan tentunya tindak pidana di bidang lingkungan hidup.15 

Salah satu tindakan yang merupakan tindak pidana lingkungan hidup adalah 

melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. 

Berdasarkan dampak dari kebakaran tersebut, maka diperlukan 

adanya ketentuan hukum yang mengatur mengenai lingkungan untuk 

 

14 Op. Cit. Hlm. 14 
15 Aziz Syamsuddin and Tarmizi, Tindak Pidana Khusus (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). 

Hlm. 8-14 
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menjaga kesehatan lingkungan.16 Pemerintah tetap melakukan berbagai 

upaya untuk mencegah terjadinya kasus kebakaran hutan dan lahan. Hal ini 

dimulai dari pencegahan dan juga penetapan kebijakan hingga penegakan 

hukum. Salah satunya yaitu dengan meningkatkan upaya-upaya 

pengendalian Karhutla dengan melaksanakan monitoring, patroli, 

teknologi modifikasi cuaca (TMC), dan yang tak kalah penting adalah 

melakukan pemberdayaan masyarakat yang berada di wilayah rawan 

terjadinya kebakaran hutan dan lahan.17 

Pemerintah juga mengeluarkan regulasi untuk mengatasi 
 

permasalahan lingkungan ini, terkhusus dalam kasus kebakaran hutan dan 

lahan. Diantaranya adalah Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan dan Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2001 tentang 

Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan, serta Undang- 

Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (UU PPLH). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini digunakan 

untuk menggantikan Undang-Undang Lingkungan Nasional Indonesia 

pertama kali yakni UULH-1982. Hal yang melatarbelakangi digantinya UU 

ini adalah karena UULH-1982 dianggap belum mampu menjadi senjata 

yang utama untuk pengendalian perusakan lingkungan. Hal ini disebabkan 

 

16 Arvin Asta Nugraha, Peran Hukum Lingkungan Dalam Mencegah Kerusakan Dan 

Pencemaran Lingkungan Hidup, Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi 

Masyarakat 7, no. 2 (2021): 283–298. 
17 Ahmad Muzaki, Reza Pratiwi, and Salsabila Rahma Az Zahro, Pengendalian Kebakaran 

Hutan Melalui Penguatan Peran Polisi Kehutanan Untuk Mewujudkan Sustainable Development 

Goals, LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria 1, no. 1 (2021): 22–44. 
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karena tidak jelasnya wewenang pengawasan, tidak adanya sanksi 

administrasi yang diberikan, serta tidak adanya sanksi pidana bagi badan 

hukum (tindak pidana korporasi) yang melakukan pencemaran atau 

perusakan lingkungan.18 

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terdapat aturan 
 

mengenai pertanggungjawaban pidana bagi badan hukum ataupun 

korporasi. Seperti yang diketahui, pada awalnya pertanggungjawaban 

pidana pada tindak pidana lingkungan dikenakan pada orang (natuurlijke 

persoon) dan bukan kepada badan hukum. Sementara pada kenyataannya, 

kasus pencemaran atau perusakan lingkungan ini pada umumnya dilakukan 

oleh badan hukum atau korporasi. Contohnya adalah perusahaan kehutanan, 

industri, dan lain sebagainya. Perusakan dan pencemaran lingkungan ini 

juga tidak dapat dilepaskan dari kesalahan yang dilakukan oleh para pejabat 

yang berwenang. Oleh karena itu, seiring berjalannya waktu, 

pertanggungjawaban pidana bisa dibebankan pada badan hukum 

(rechtpersoon) dan juga kepada pejabat yang berwenang.19 

Salah satu teori yang mengatakan bahwa korporasi dapat dimintai 
 

pertanggungjawaban pidana adalah dengan menggunakan asas vicarious 

liability. Berdasarkan Pasal 23 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung no.13 

tahun 2016 dikatakan bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap 

korporasi atau pengurus, atau korporasi dan pengurus. Sehingga jika 

 

 

18 Op. Cit. Hlm. 82-84 
19 Ibid. Hlm. 172 
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terdapat suatu tindak pidana tertentu yang dilakukan oleh suatu badan 

hukum, maka korporasi ataupun pengurus di dalamnya bisa dimintai 

pertanggungjawaban pidana.20 

Pada kenyataannya, banyak kasus mengenai permasalahan 
 

lingkungan yang dilakukan oleh korporasi, tetapi yang bertanggung jawab 

adalah pengurusnya ataupun pekerjanya. Selain korporasi individu juga bisa 

dimintai pertanggungjawaban. Tetapi individu ini bergerak atas nama 

siapa? Tentu saja atas nama korporasi tersebut. Bahwa mereka sebagai 

pengurus itu adalah orang-orang yang bekerja untuk korporasi, dan atas 

nama korporasi. Oleh sebab itu korporasi juga bisa dimintai 

pertanggungjawaban. Namun, yang dihukum hanyalah pengurus saja. 

Banyak kasus terjadi, yang mana pengurus bertanggung jawab atas tindak 

pidana yang dilakukan. Sehingga yang terjadi adalah tidak ada sanksi yang 

diberikan kepada korporasi sebagai badan hukum. Hal tersebut dikarenakan 

yang dimintai pertanggungjawaban hanyalah pengurusnya saja. Oleh sebab 

itu, korporasi juga bisa dituntut dan dimintai pertanggungjawaban karena 

kelalaian yang dilakukan oleh korporasi tersebut. 

Doktrin vicarious liability biasa diartikan sebagai 

pertanggungjawaban pengganti.21 Dapat dikatakan bahwa seorang majikan 

bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh bawahannya atau 

 

 

20 Khristyawan Wisnu Wardana and Erna Susanti, Tanggung Jawab Korporasi Pencemaran 

Lingkungan Hidup, Risalah Hukum 2 (2005): Hlm. 23. 
21 Sudarto Abdul Roup, Muridah Isnawati, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi 

Lingkungan Hidup Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016, Justitia Jurnal Hukum 

1 no 2, no. 13 (2017). Hlm. 301 
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karyawannya. Dalam hal pertanggungjawaban pidana korporasi, 

pertanggungjawaban pidananya dialihkan kepada korporasi. Prinsip ini 

dikenal juga sebagai emplyoment principle. Jadi dalam prinsip vicarious 

liability ini memungkinkan perusahaan untuk dihukum karena kejahatan 

dengan kesalahan actus reus dan mens rea. Menurut Roeslan Saleh, pada 

umumnya seseorang akan bertanggungjawab atas tindakan yang 

dilakukannya sendiri, tetapi terdapat pegecualian dari asas vicarious 

liability. Bahwa dalam hal ini vicarious liability adalah orang yang 

bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain.22 

Vicarious liability sendiri diawali mulai dari perkembangan hukum 
 

di negara common law, yang mana mereka mengakui bahwa badan hukum 

ataupun korporasi dapat dijadikan sebagai subjek hukum pidana. Seiring 

berjalannya waktu, hal ini mulai mempengaruhi hukum yang berlaku di 

negara civil law. Hal ini dimulai oleh negara Prancis yang menempatkan 

korporasi sebagai subjek hukum pidana. Sedangkan dalam penerapannya, 

vicarious liability lebih berkembang dalam negara anglo saxon, seperti 

Amerika. Indonesia sendiri yang merupakan negara penjajahan Belanda, 

mulai terpengaruh sistem hukum Belanda yang menempatkan korporasi 

sebagai subjek hukum pidana, dan mulai mengadopsi aturan tersebut.23 

Meskipun pada kenyataannya penerapan asas ini berlaku di beberapa 

 

 

22 Herlina dan Riki Yanto Pasaribu Manullang, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, 

ed. Yosua Leo Ezra Roito Simamora, LPPM UHN Press (Medan: LPPMUHN Press, 2020). Hlm. 
53 

23 Hesti Widya Ningrum, Sejarah Dan Perkembangan Pertanggungjawaban Korporasi, 

Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi 1, no. 2 (2018): Hlm. 141 
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peraturan khusus seperti tindak pidana korupsi dan juga tindak pidana 

lingkungan hidup. 

Menurut Marcus Flactcher, dalam perkara pidana terdapat beberapa 

syarat penting yang harus dipenuhi untuk menerapkan asas vicarious 

liability atau bentuk pertanggungjawaban pengganti, yakni:24 

a. Terdapat hubungan berupa pekerjaan antara majikan dan juga pegawai 
 

ataupun pekerjanya 

 

b. Tindak pidana yang dilakukan oleh pekerja terebut masih dalam ranah 

ataupun ruang lingkup pekerjaanya 

Asas vicarious liability dapat terjadi dalam hal hal berikut ini, yakni:25 

 
a. seorang dapat dimintai ataupun dibebankan pertanggungjawaban pidana 

atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain terebut apabila terjadi 

pendelegasian 

b. Seorang atasan ataupun dalam hal ini seorang majikan, dapat diminta 

pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan pekerjanya, apabila 

menurut hukum perbuatan itu dipandang sebagai perbuatan majikan 

Salah satu contoh dari penerapan asas vicarious liability dalam kasus 

kebakaran hutan dan lahan terdapat pada putusan Mahkamah Agung Nomor 

1275 K/PID.SUS/2016. Bahwa dalam perkara ini melibatkan PT. Jatim Jaya 

Perkasa yang adalah sebuah badan usaha yang berdiri sejak tanggal 30 

September tahun 1994 yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit. 

 

24 Op. Cit Hlm. 58 
25 Ibid. Hlm. 58 
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PT. Jatim Jaya Perkasa ini berada di provinsi Riau. Pada tanggal 17 Juni 

2013 terjadi kebakaran di lokasi inti PT. Jatim Jaya Perkasa. Hal ini dapat 

disebabkan karena tidak adanya peralatan seperti Robin dan juga menara 

api serta mobil pemadam kebakaran. Sehingga terdakwa Kosman Vitoni 

Immanuel Siboro selaku asisten kepala kebun Sei Rokan merupakan orang 

yang bertanggung jawab terhadap lahan yang terbakar tersebut. Bisa 

dikatakan bahwa perusahaan juga lalai dalam hal ini, dikarenakan sarana 

dan prasarana yang digunakan untu pencegahan atau penanggulangan 

kebakaran tidak mumpuni. Terdakwa Kosman Vitoni Immanuel Siboro 

dijadikan sebagai subjek hukum pada perkara ini adalah karena saudara 

Kosman Vitoni Immanuel Siboro sebagai orang yang menggantikan orang 

lain (vicarious liability). 

Hal tersebut dikarenakan asisten afedeling VI, yakni Oplahwansyah 

Simamora sebagai orang yang seharusnya bertanggung jawab atas kasus 

kebakaran tersebut telah resign ataupun keluar dari PT. Jatim Jaya Perkasa. 

Dan hakim mengatakan bahwa karena saudara Oplahwansa Simamora telah 

resign maka pertanggungjawaban akan dibebankan kepada saudara Kosman 

Vitoni Immanuel Siboro. Berdasarkan job description dari masing-masing 

orang di korporasi tersebut, dikatakan bahwa untuk kegiatan operasional 

perkebunan di lokasi yang terbakar tersebut adalah seutuhnya tanggung 

jawab estate manager dalam hal ini saudara Rinson Sembiring, dan juga 

saudara Oplahwansyah Simamora. Mereka bertanggung jawab untuk 

mempersiapkan,  merencanakan,  melaksanakan,  dan  mengawasi 
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pengembangan replanting dan penanaman baru sesuai dengan jadwal. Itulah 

tugasnya sebagai estate asisten/asisten afdeling. Kemudian pada putusan 

akhir, Mahkamah Agung menyatakan bahwa saudara kosman Vitoni 

Immanuel Siboro telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 

melakukan tindak pidana Karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang 

mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku 

mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. 

Dari sini dapat terlihat bahwa pengurus dimintai pertanggungjawaban 

atas tindak pidana yang bahkan tidak dilakukannya. Tetapi dengan adanya 

asas vicarious liability ini, seseorang bisa dimintai pertanggungjawaban 

atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain. Adapun dapat dimintai 

pertanggungjawaban bisa kepada pengurus ataupun kepada korporasi. Hal 

ini dikarenakan pengurus bekerja untuk dan atas nama korporasi tersebut. 

Berdasarkan Pasal 116 UU PPLH dikatakan bahwa bentuk 

pertanggungjawaban koperasi terhadap badan usaha/korporasi dan/atau 

orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana lingkungan 

tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan koperasi 

dalam tindak pidana lingkungan tersebut. Sementara jika tuntutan pidana 

dijatuhkan kepada pemberi perintah atau pemimpin korporasi maka 

ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda 

diperberat dengan sepertiga.26 

 

26 Muhammad Erwin and Rachmi, Hukum Lingkungan Sistem Kebijaksanaan Lingkungan 

Hidup (Bandung: Refika Aditama, 2019). Hlm. 164 
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Penelitian ini diperlukan untuk menganalisis penerapan asas vicarious 

liability dalam kasus kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Penelitian ini 

akan berfokus pada kasus-kasus di mana atasan bertanggung jawab atas 

tindakan atau kelalaian pihak lain yang berada di bawah pengawasannya. 

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi dampak putusan 

pengadilan terkait penerapan asas ini terhadap perusahaan dan upaya 

pencegahan kebakaran hutan di masa mendatang. 

 

 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana ketentuan Hukum terkait asas vicarious liability dalam 

kasus kebakaran hutan dan lahan ? 

2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam penerapan asas vicarious 

liability dalam kasus kebakaran hutan dan lahan pada putusan 

Mahkamah Agung Nomor 1275 K/PID.SUS/2016 ? 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari 

penulisan ini adalah sebagai berikut 

1. Untuk mengidentifikasi dan menelaah ketentuan hukum terkait asas 

vicarious liability dalam kasus kebakaran hutan dan lahan 

 

2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam penerapan asas 

vicarious liability dalam kasus kebakaran hutan dan lahan pada putusan 

Mahkamah Agung Nomor 1275 K/PID.SUS/2016 
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D. Manfaat Penelitian 

Melalui penulisan ini, di harapkan dapat memberikan manfaat 

kepada penulis dan juga kepada pembaca, antara lain sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penulisan skripsi ini di harapkan dapat memberikan penjelasan 

maupun informasi kepada penulis dan juga masyarakat sebagai 

pengembangan ilmu pengetahuan dan penambahan pustaka yang 

bermanfaat khususnya terkait ketentuan hukum mengenai asas vicarious 

liability serta bagaimana pertimbangan hakim dalam penerapan asas 

vicarious liability dalam kasus kebakaran hutan dan lahan. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan 

secara praktis, dan dapat digunakan sebagai bahan kajian referensi 

maupun pedoman serta pengetahuan dibidang hukum pidana kepada 

para pembaca khususnya mahasiswa, masyarakat umum, praktisi, 

mengenai asas vicarious liability serta bagaimana pertimbangan hakim 

dalam penerapan asas vicarious liability dalam kasus kebakaran hutan 

dan lahan. 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Penulis telah membatasi permasalahan dalam penulisan skripsi ini. Fokus 

pembahasan dalam skripsi ini terbatas, dan hanya membahas mengenai 

bagaimana ketentuan Hukum terkait asas vicarious liability dalam kasus 

kebakaran hutan dan lahan, dan menganalisis pertimbangan hakim dalam 
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penerapan asas vicarious liability dalam kasus kebakaran hutan dan lahan. 

 

 

 

F. Kerangka Teori 

Penulisan skripsi ini menggunakan beberapa teori, yang mana beberapa 

teori tersebut digunakan untuk membantu penulis dalam mengembangkan 

argumentasinya. Landasan teori diperlukan agar penulisan ini memiliki 

landasan yang kokoh dan menunjukkan bahwa penelitian ini merupakan ciri 

dari metode ilmiah dalam memperoleh suatu data. Penulis menggunakan 

dua teori dalam pembuatan skripsi ini yaitu sebagai berikut : 

 

 

1. Teori Pertimbangan Hakim 

Pada dasarnya putusan yang diucapkan tidak boleh bertentangan 

dengan yang tertulis vonnis. Hakim harus bebas dalam menjalankan 

tugasnya dan tidak boleh terpengaruh kepada salah satu pihak. Agar 

suatu putusan dapat dikatakan berkualitas, maka putusan putusan 

tersebut harus menjelaskan dasar-dasar hukum yang aktual sebagaimana 

landasan pertimbangan. Menurut Busyro Muqoddas, Bahwa fakta-fakta 

yang ada di persidangan harus dimuat dalam pertimbangan Hakim, dan 

fakta tersebut tidak boleh dikesampingkan. Kemudian putusan tersebut 

harus menjelaskan alasan-alasan hukum yang aktual dan juga rasional. 

Selanjutnya, Hakim juga harus memperhatikan dan mempertimbangkan 
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semua fakta yang ditemukan dalam persidangan.27 Mackenzie 

mengatakan bahwa ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat 

dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan dalam suatu 

perkara, yaitu:28 Teori keseimbangan, Teori pendekatan seni dan intuisi, 

Teori pendekatan keilmuan, Teori Pendekatan Pengalaman, dan juga 

Teori Ratio Decidendi. 

Kesesuaian antara teori ini dengan penelitian yang akan dibahas 

adalah karena pada penelitian ini penulis menganalisis suatu putusan, 

yang mana jika dikaitkan dengan teori pertimbangan Hakim. Maka akan 

dilihat apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam memberikan 

pertanggungjawaban pidana kepada terdakwa dalam putusan tersebut. 

Apakah benar Hakim mempertimbangkan segala fakta yang ada 

 

 

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana 

Pertanggungjawaban pidana adalah konsep dalam hukum pidana 

yang menjadi landasan bagi negara untuk menjatuhkan sanksi pidana 

kepada seseorang atas perbuatannya yang dianggap melanggar hukum. 

Konsep dari pertanggungjawaban pidana ini haruslah mencakup unsur- 

unsur di mana si pelaku tindak pidana tersebut memiliki unsur 

kesalahan, dan juga mampu untuk bertanggung jawab, serta tidak ada 

 

27 Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Republik Indonesia Mahkamah 

Agung Republik Indonesia and Herki Artani Richmiani, Kompilasi Penerapan Hukum Oleh Hakim 
Dan Strategi Pemberantasan Korupsi (Jakarta Pusat: Biro Hukum dan Humas Badan Urusan 

Administrasi Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016). Hlm. 18 
28 Ahmad Rivai, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Persfektif Hukum Progresif 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2011). Hlm. 105 
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unsur pemaaf. Berdasarkan pendapat Van Hamel pengertian dari 

pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan 

juga suatu kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan. 

Kemampuan tersebut yaitu memahami makna dan juga akibat dari 

perbuatan sendiri, yang kedua mampu menginsyafi bahwa perbuatan 

tersebut bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan yang ketiga 

adalah mampu untuk menentukan kehendak terhadap perbuatannya.29 

Relevansi dari teori pertanggungjawaban pidana dengan penelitian 
 

ini adalah bahwa pada kasus ini hakim memberikan vicarious liability 

kepada terdakwa. Dimana vicarius liability ini adalah bentuk 

pertanggungjawaban pidana pengganti. Sehingga terdapat kesesuaian 

antara teori pertanggungjawaban pidana dengan penelitian ini. 

 

 

3. Teori Keadilan 

Pengertian keadilan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI) adalah perlakuan, perbuatan, dan sifat yang adil. Adil dalam 

artian tidak berpihak, tidak berat sebelah, tidak sewenang-wenang, dan 

berpegang kepada kebenaran. Keadilan memiliki makna kesenangan 

dan juga kebahagiaan. Keadilan akan muncul jika masyarakat telah 

mendapatkan hak-haknya sebagai makhluk sosial. 

Aristoteles mengatakan bahwa keadilan merupakan keutamaan yang 

terlihat dari ketaatan terhadap hukum (polis) merupakan keadilan. 

 

29 Suyanto, Pengantar Hukum Pidana (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2018). Hlm. 82 
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Dalam bukunya Etika Nichomachea, Aristoteles mengatakan bahwa 

hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan. Bahwa 

keadilan merupakan nilai dasar sosial, yang mana keadilan tersebut 

harus mencapai kebahagiaan untuk orang lain, dan bukan hanya untuk 

diri sendiri. Sementara John Rawls mengemukakan bahwa keadilan 

adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi sosial. John Rawls juga 

mengatakan bahwa kebajikan bagi masyarakat tidak dapat 

mengesampingkan rasa keadilan dari setiap orang yang telah 

mendapatkan keadilan terkhusus bagi masyarakat lemah yang mencari 

keadilan.30 Keadilan merupakan kebajikan yang paling utama, jika 

keadilan sudah diterapkan maka masyarakat akan mendapatkan 

kebajikan sebenarnya.31 

Relevansi antara teori dengan pembahasan dalam penelitian ini 

adalah, dalam putusan ini akan dilihat apakah aparat penegak hukum 

telah memberikan keadilan yang sebenarnya kepada para pencari 

keadilan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sehingga 

nantinya akan disesuaikan antara teori dengan praktik secara langsung 

dalam putusan ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 Teguh Prasetyo, Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila, 

Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi vol.1, No 1, (2018): Hlm. 40. 
31 Ferry Irawan and Yogi Prasetyo, Konsep Keadilan Pancasila, ed. Afiful Ikhwan 

(Ponorogo: Unmuh Ponorogo Press, 2020). Hlm. 2 
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G. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan sarana yang sangat penting dalam 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, tujuan dari 

sebuah penelitian adalah untuk menemukan kebenaran secara sistematis, 

metodis, dan juga konsisten. Penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang 

didasarkan pada metode, sistematika, dan juga gagasan tertentu yang 

tujuannya untuk menganalisis satu ataupun lebih fenomena hukum tertentu. 

 

 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripi ini adalah 

penelitian yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan 

yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara 

meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti 

dengan cara mengadakan penelusuran32 

 
2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini 

adalah pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan perundang- 

undangan (statue approach). 

a. Pendekatan kasus merupakan pendekatan yang menggunakan kasus- 

kasus seperti putusan Hakim sebagai sumber hukum yang telah 

 

 

32 Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat 

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010). Hlm. 13-14 
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berkekuatan hukum tetap. Kasus-kasus tersebut digunakan sebagai 

referensi untuk memahami penerapan norma hukum dalam prakteknya. 

Dalam pendekatan kasus, yang perlu dipahami adalah ratio decidendi. 

Yaitu alasan yang digunakan hakim untuk mencapai putusannya. 

b. Pendekatan perundang-undangan. Dalam metode pendekatan 

perundang-undangan peneliti perlu untuk memahami asas dan juga 

hierarki dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Sehingga yang 

dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan 

yang menggunakan legislasi dan juga regulasi 

 

 

3. Bahan Hukum dan Sumber Hukum 

Untuk penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder dengan 

bahan hukum primer berupa: 

a. Bahan Hukum Primer 

 

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 

 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan 

Hukum Pidana; 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup; 

4. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; 

 

5. Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan; 

 

6. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian 

Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan; 
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7. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1275 K/Pid.Sus/2016 

 

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu dengan menggunakan buku-buku 

Hukum Pidana 

 

 

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu: 

 

1. Ensiklopedia Indonesia; 

 

2. Kamus Bahasa Inggris-Indonesia; 

 

3. Kamus Hukum; 

 

4. Jurnal Hukum 

 

5. Internet 

 

 

 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan, yakni melalui 

pengumpulan data yang dapat berupa data tertulis yang bersumber dari 

peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan 

hasil penelitian. 

 

 

5. Teknik Pengelolaan Bahan Hukum 

Dalam penelitian ini penulis menganalisis dan juga mengidentifikasi 

serta mengolah bahan hukum untuk memahami makna hukum secara 

signifikan. Analisis bahan yang digunakan dalam sebuah penelitian 

normatif adalah dengan menggunakan analisis kualitatif secara deskriptif. 

Yaitu dengan cara menyusun data dengan kata-kata yang terstruktur logis. 
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6. Metode Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan merupakan suatu bentuk ataupun proses akhir 

dari sebuah penelitian yang sebelumnya telah disusun sesuai dengan tujuan 

dari penelitian ini. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan cara berpikir 

induktif dalam penarikan kesimpulan. Artinya cara berpikir yang diambil 

dari pernyataan yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang 

bersifat umum sehingga dapat mencapai tujuan yaitu menjawab rumusan. 
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kelayakan dalam tindakan manusia.117 John Rawls juga mengatakan bahwa 

keadilan adalah kebijakan yang paling utama bagi masyarakat yang tidak 

boleh dikesampingkan.118 Rasa keadilan adalah di mana setiap orang telah 

mendapatkan keadilan terutama bagi orang yang lemah. Seharusnya 

korporasi bertanggung jawab atas dampak dari tindak pidana yang 

dilakukannya dikarenakan kesehatan masyarakat terganggu, dari segi 

sosial, dan juga aspek perekonomian pun terganggu. Dampak kebakaran 

hutan dan lahan akibat kasus ini dapat melibatkan korporasi sebagai subjek 

tindak pidana. Dengan adanya putusan ini bisa berdampak terhadap 

perusahaan kedepannya agar lebih berhati-hati dalam mengelola lahan di 

wilayah kekuasaan nya. Meskipun terdapat beberapa tantangan yang harus 

dihadapi untuk menerapkan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, 

tetapi aparat penegak hukum harus berupaya secara maksimal untuk 

menegakkan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Pertimbangan non yuridis merupakan Pertimbangan Hakim yang 

didasarkan kepada keadaan yang berada di luar peraturan perundang- 

undangan, ataupun non hukum, tetapi keadaan tersebut melekat pada 

pelaku tindak pidana ataupun berkaitan dengan permasalahan sosial di 

 

 

 

 

 

 

 

117 Riky Sembiring, Keadilan Pancasila Dalam Persepektif Teori Keadilan Aristoteles, 

Jurnal Aktual Justice 3, no. 2 (2018): Hlm. 144. 
118 Muhammad Helmi, Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam, 

Mazahib: Jurnal Pemkiran Hukum Islam 14, no. 02 (2015): Hlm. 138. 
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masyarakat. Dalam hal ini Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang 

bersifat sosiologis dan filosofis.119 

Bahwa dampak kebakaran hutan akibat kasus ini ialah tercemarnya 

udara dan terganggunya perekonomian serta gangguan kesehatan kepada 

masyarakat yang terdampak di wilayah tersebut. Sanksi yang diberikan juga 

belum memberikan efek jera bagi perusahaan lain. Hal ini dikarenakan yang 

dihukum hanyalah pengurus saja, sehingga tampaknya korporasi lepas 

tangan dan tidak tahu menahu mengenai peristiwa yang telah terjadi. Dan 

juga tidak ada bentuk pemulihan yang diberikan akibat dampak yang telah 

ditimbulkan dari karhutla. 

Menurut penulis, bila dilihat dalam putusan Mahkamah Agung ini 

terdakwa yang bernama Kosman Vitoni Immanuel Siboro bertanggung 

jawab atas tindakan yang tidak dilakukannya sama sekali. Tetapi 

dikarenakan adanya doktrin vicarious liability, yang merupakan bentuk 

pertanggungjawaban pengganti, membuat saudara Kosman Vitoni untuk 

mempertanggungjawabkan perbuatan yang tidak dilakukannya. Dalam hal 

ini saudara Kosman Vitoni yang merupakan assisten kepala yang bisa 

dikaitkan dengan majikan ataupun pemberi kerja yang dapat bertanggung 

jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pegawainya120. 

 

 

119 Kanun Nurhafifah dan Rahmiati, Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana 

Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 17, no. No. 2 

(2015): Hlm. 360. 
120 Sekar Ayu Dita and Atik Winanti, Analisis Asas Vicarious Liability Dalam 

Pertanggungjawaban Pengganti Atas Perbuatan Melawan Hukum Pegawai Bank, Jurnal Usm Law 

Review 6, no. 2 (2023): 526. 
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Sesuai dengan fakta yang tertera di persidangan dikatakan bahwa 

pengunduran diri dari saudara Oploansyah Simamora dari PT Jatimjaya 

Perkasa sebagai assisten afdeling VI Sei Rokan tidaklah menjadi alasan 

untuk melepaskan pertanggungjawaban pidana atau tidak pidana 

lingkungan yang terjadi. Hal ini dikarenakan pengunduran diri saudara 

Oploansyah Simamora dari PT Jatimjaya Perkasa dilakukan setelah satu 

setengah bulan tidak pindah tersebut terjadi. Dan dalam doktrin vicarious 

liability ataupun pertanggungjawaban pengganti ini jika dihubungkan ke 

dalam putusan maka pemilik perushaan, pengurus, ataupun orang yang 

memberi perintah bertanggung jawab atas perbuatan bawahan yang bekerja 

untuknya. Dalam perkara ini tidak dapat dibuktikan bahwa terdakwa 

Kosman Vitoni Immanuel Siboro telah memberikan delegasinya kepada 

saudara Oploansyah Simamora, yang mana pendelegasian tersebut 

digunakan untuk menjalankan ataupun melaksanakan tindak pidana. 

Terlebih lagi dalam putusan ini pertanggungjawaban pidana pengganti 

ataupun vicarious liability dibebankan kepada terdakwa yang mana hanya 

karena saudara Oploansyah Simamora telah mengundurkan diri dari PT 

Jatim jaya Perkasa setelah terjadinya tindak pidana tersebut. Oleh sebab itu 

terdakwa Kosman Vitoni Immanuel Siboro yang menjadi orang yang 

memberi perintah ataupun orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan 

dalam tindak pidana tersebut dengan untuk kesengajaan merupakan salah 

ataupun keliru. 
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Dalam hal ini tidak dapat dibuktikan bahwa saudara Kosman 

memiliki wewenang memerintah atas insiden yang terjadi. Sesuai dengan 

struktur organisasi PT JJP, bahwa pemimpin yang mengatur kegiatan dan 

yang memberi perintah dan yang mengatur tindakan pemadaman sesuai 

SOP perusahaan merupakan saudara Rinson Sembiring sebagai estate 

manager yang memiliki satu tugas dan satu tanggungjawab dengan 

Oplahwansyah. Mereka telah mengundurkan diri dari PT JJP, seolah hal 

tersebut telah menghapuskan pertanggungjawaban mereka. Lalu bagaimana 

bila saudara Kosma ikut mengunduran diri dari PT JJP, apakah hal tersebut 

akan secara otomatis menghapus pertanggungjawabannya? kemudian, siapa 

yang harus bertanggungjwab? Oleh sebab itu dirasa kurang tepat bila 

menjadikan saudara Kosman sebagai subjek hukum nya. Tidak dapat 

dipugkiri bahwa korporasi juga bertanggungjawab dalam hal ini. 

Dikarenakan sarana dan prasarana yang disediakan PT masih kurang 

mumpuni, membuat pemadaman api sulit untuk dilakukan. 

Dalam putusan ini dapat dilihat bahwa sistem peradilan yang ada di 

Indonesia mulai mengadopsi mengenai doktrin ataupun konsep vicarious 

liability untuk menghukum korporasi yang lalai dalam menjaga 

lingkungannya. Meskipun begitu tidak dapat dipungkirim masih banyak 

kesulitan dan tantangan yang dihadapi dalam proses penerapan asas ini. 

Diantaranya yaitu kesulitan dalam pembuktian, lemahnya pengawasan, dan 

juga aparat penegak hukum yang belum optimal dalam mengatasi kasus 
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kebakaran hutan dan lahan yang melibatkan korporasi sebagai subjek tindak 

pidananya. 

Jika dikaitkan dengan teori keadilan yang mengatakan Seharusnya 

korporasi harus bertanggung jawab atas dampak dari tindak pidana yang 

dilakukannya. Dikarenakan kesehatan masyarakat terganggu, sosial nya, 

dan juga aspek perekonomian pun terganggu. Dampak kebakaran hutan dan 

lahan akibat kasus ini dapat melibatkan korporasi sebagai subjek tindak 

pidana. Dengan adanya putusan ini bisa berdampak terhadap perusahaan 

kedepannya agar lebih berhati-hati dalam mengelola lahan di wilayah 

kekuasaan nya. Meskipun terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi 

untuk menerapkan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, tetapi 

aparat penegak hukum harus berupaya secara maksimal untuk menegakkan 

hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Dengan adanya putusan ini dapat memperjelas bahwa badan hukum 

ataupun korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas kelalaian 

yang dilakukan oleh mereka dalam hal ini adalah kasus kebakaran hutan dan 

lahan yang terjadi di wilayah mereka. Hal ini memberikan suatu penjelasan 

bahwa perusahaan tidak bisa menghindar ataupun lepas tangan hanya 

dengan menyalakan individu dibawah nya ataupun orang yang bekerja di 

lapangan. Dari putusan ini juga akan berakibat ke depannya bahwa 

perusahaan dapat dikenai sanksi pidana. Dengan demikian aparat penegak 

hukum bisa lebih percaya diri dalam menuntut perusahaan atas kasus yang 

serupa di masa mendatang. Hal ini aat menjadi dasar perbaikan kebijakan 



96 
 

 

mengenai pencegahan kebakaran hutan dan lahan, seperti mewajibkan 

perusahaan untuk memiliki sistem pencegahan karhu telah lebih ketat, dan 

juga penguatan sanksi administratif. 

a.  Kelebihan dan kelemahan pertimbangan hakim dalam putusan ini: 

 

 

 

Kelebihan: 

 

1. Putusan ini sudah menegaskan bahwa korporasi dapat dimintai 

pertanggungjawaban pidana atas kasus kebakaran hutan dan lahan yang 

terjadi di wilayah korporasi tersebut 

2. Dari putusan ini sudah menegaskan bahwa Hakim menggunakan konsep 

pertanggungjawaban pengganti di mana perusahaan tidak bisa lepas dari 

rasa tanggung jawab hanya karena tindakan yang dilakukan oleh 

karyawannya. 

3. Dengan adanya penjatuhan hukuman pidana kepada korporasi, putusan 

ini dapat memberikan kesimpulan bahwa negara tidak bisa mentoleransi 

aktivitas perusakan lingkungan di masa depan 

4. Dengan adanya putusan ini dapat mencegah perusahaan ataupun 

korporasi lain untuk melakukan tindak pidana yang sama 

Kelemahan: 

1. Meskipun demikian, dalam putusan ini masih terdapat beberapa 

kelemahan yakni dalam menjerat korporasi. Pada kasus ini tidak 

memberikan perbedaan yang jelas bahwa peristiwa ini merupakan 

kesalahan manajemen perusahaan ataupun kesalahan pekerja di 
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lapangan. Hal ini membuktikan bahwa dalam putusan ini tidak ada 

perbedaan yang jelas antara kesalahan korporasi dan juga kesalahan 

individu. 

2. Dalam putusan ini juga hanya memberikan sanksi pidana terhadap 

Kosman Vitoni yang merupakan pihak perusahaan. Tetapi tidak 

menyinggung mengenai ganti rugi untuk masyarakat yang terdampak 

dari kasus kebakaran tersebut. Seperti pemulihan lingkungan dan juga 

kompensasi kepada masyarakat yang terdampak. Seharusnya apa 

penegak hukum bisa juga menuntut korporasi ataupun PT untuk 

bertanggung jawab secara pidana. Karena jika yang selalu dihukum 

hanyalah staf saja dan melepaskan korporasi, maka ke depannya 

korporasi bisa saja melakukan tindak pidana yang sama. 



 

 

BAB IV 

 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Ketentuan hukum terkait asas vicarious liability dalam kasus kebakaran 

hutan dan lahan di Indonesia didasarkan pada beberapa peraturan 

perundang-undangan, salah satunya yakni undang-undang Nomor 32 

Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 

Pada negara dengan sistem hukum common law pertanggungjawaban 

kepada korporasi kembangan lebih pesat dikarenakan sistem hukum di 

negara tersebut lebih fleksibel. Sementara untuk negara yang menganut 

sistem hukum civil law awalnya tidak mengakui pertanggungjawaban 

pidana kepada korporasi. Tetapi seiring berjalannya waktu mulai 

mengikuti sistem hukum common law. Prinsip vicarious liability ini 

memungkinkan korporasi untuk dapat bertanggung jawab atas perbuatan 

yang dilakukan oleh pegawai ataupun pihak yang berada di bawah 

kendalinya, yang terjadi di bawah ruang lingkup Perusahaan. 

2. Pertimbangan Hakim dalam memberikan pertanggungjawaban pidana 

atas tindak pidana lingkungan hidup di wilayah PT. Jatim Jaya Perkasa 

dengan menerapkan asas vicarious liability dalam Putusan Mahkamah 

Agung Nomor 1275 K/PID.SUS/2016 menunjukkan bahwa Mahkamah 

Agung sudah mengakui bahwa korporasi dapat bertanggung jawab atas 

tindak pidana Lingkungan. Dalam putusan ini assisten kepala pada 

korporasi tersebut bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan 
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oleh orang lain. Hakim harus mempertimbangkan dan memutus sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan, dan juga sesuai dengan fakta yang 

terungkap di persidangan demi terwujudnya keadilan bagi setiap orang. 

Nyatanya dalam putusan ini tidak ada sanksi yang diberikan kepada PT yang 

lalai dalam mengelola lahan yang berada di wilayahnya. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat ditarik saran untuk menyikapi 

permasalahan di atas, yaitu: 

1. Pemerintah dan aparat penegak hukum harus lebih ketat memberikan 

pengawasan terhadap perusahaan perkebunan dan kehutanan terkhusus 

dalam memberikan standar untuk mencegah kasus lingkungan hidup. Hal 

ini dikarenakan penerapan asas vicarious liability ini masih mengalami 

beberapa tantangan diantaranya sulitnya untuk membuktikan siapa yang 

bersalah dalam peristiwa ini, dan disebabkan oleh struktur kepengurusan 

korporasi yang sangat rumit. Dengan adanya vicarious liability, penegak 

hukum dapat menuntut, dan menghukum korporasi yang lalai dalam 

menjalankan tugasnya agar korporasi tidak bisa lari dari tanggung 

jawabnya sebagai badan hukum dalam hal melakukan tindak pidana. 

2. Sanksi yang diberikan pada kasus ini hanya dibebankan kepada individu 

saja, bukan kepada korporasi. Hal ini dianggap kurang efektif 

dikarenakan korporasi turut lalai dalam mennyediakan sarana sesuai 

peraturan yang berlaku di wilayah perkebunannya. Jika yang dikenakan 

sanksi hanyalah individu terus-menerus, maka ke depannya akan ada 
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besar kemungkinannya korporasi akan melakukan tindak pidana yang 

sama karena tidak ada sanksi yang diberikan kepada korporasi tersebut. 

Oleh sebab itulah selain menjatuhkan sanksi pidana sebaiknya juga 

diberikan sanksi ganti rugi dan juga bentuk pemulihan kepada 

masyarakat yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Dengan begitu 

aspek keadilan tidak hanya berfokus kepada menghukum korporasi saja 

tetapi juga memberikan pemulihan terhadap lingkungan dan juga 

masyarakat. 
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